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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id., ditjen.badilum@mahkamah agung.go.id

Nomor '467/DJU.1/HK1.3/V/2026 Jakarta, 12 Mei 2026
Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal . Persetujuan Reviu Perjanjian Kinerja

Tahunan (PKT) Tahun 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
di Maluku Utara

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 512/KPT.W28-U/RA1.10/1V/2026
tanggal 22 April 2026 tentang Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara,
berikut kami sampaikan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2026 yang
telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Rl selaku Atasan Saudara untuk dapat dipergunakan sebagaim:na mestinya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

JIn. Bhayangkara, Kec. Oba Utara , Kota Tidore Kepulauan, Sofifi, Maluku Utara

Sofifi, 22 April 2026
Nomor  : 5|2 /KPT.W28-U/RA1.10/IV/2026
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Perihal  : Reviu Perjanjian Kinerja
Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 202

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di-

Jakarta

Berdasarkan hasil evalusi kinerja triwulan T Tahun 2026 pada tanggal 6 April 2026 maka
perlu dilakukan reviu perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2026, Adapun
alasan-alasan dilakukan reviu Perjanjian Kinerja Adalah sebagai berikut :

- Adanya pergantian jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 6
Februari 2026;

- Adanya Perubahan nomenklatur indikator kinerja, semula Pidana Khusus menjadi Pidana
Korupsi;

- Adanya kebijakan strategis, konkret, dan terukur yang ditetapkan Presiden untuk
mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara, efisiensi, dan hasil program prioritas
nasional melalui direktif Presiden pada DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Tinggi Maluku 5t
Utara;

- Adanya dari revisi eselon 1 (satu) yakni pada DIPA (01) 664522 yakni penambahan
anggaran pada belanja (51) pegawai.

Demikian kami sampaikan atas perkenaannya, kami ucapkan terima kasih.

/- KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
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REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari akuntabilitas kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.




REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

TAHUN 2026

Terwujudnya
peradilan yang efektif
transparan, akuntabel,
responsif dan modern

1.1. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu :
- Perdata
- Pidana
- Pidana Korupsi

100%
100%
100%

1.1. Persentase pengiriman salinan
putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat banding
kepada pengadilan pengaju

- Perdata
- Pidana
- Pidana Korupsi

100 %
100 %
100 %

1.2. Persentase putusan pengadilan
yang diunggah pada direktori
putusan

- Perdata
- Pidana
- Pidana Korupsi

100 %
100 %
100 %

1.3. Persentase perkara perdata
pada tingkat banding yang
menggu nakan e- Court

100 %

14. Persentase perkara pidana
pada tingkat banding yang
menggunakan e-Berpadu

76 %

Meningkatnya Tingkat
Keyakinan dan
Kepercayaan publik

Indeks kepuasan pengguna layanan
pengadilan berdasarkan standar
layanan yang ditetapkan

3,8

Terwujudnya
Manajemen Peradilan
yang Transparan dan
Profesional

3.1. Indeks Profesionalit as Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) Satuan
Kerja Pengadilan

82

3.2. Nilai Indikator Kinerj Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan

93

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran

85

3.4. Nilai indikator Pengelolaan Aset
(IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Program Dukungan Manajemen

Rp. 26.634.701.000,-

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 319.450.000,-

MEANSAYANTO S.H.. M.H.
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